A. Kesimpulan
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Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
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2. Kebijakan legislatif dalam upaya optimalisasi pengaturan

pidana denda dalam Rancangan KUHP menujukkan bahwa

pidana denda dirumuskan kedalam 6 (enam) katerogi, pidana

denda dapat disesuaikan dengan perubahan nilai uang, adanya

upaya untuk mengusahakan pembayaran denda melalui
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B. Saran

1. Kepada pemben
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pengambilalihan kekayaan atau pendapat si Terpidana, pidana
pengganti denda variatif dan terhadap tindak pidana yang
diancaman dengan pidana denda di atas kategori I, pidana
penggantinya merupakan pidana penjara maksimal sesuai

dengan ancaman pidana pokok, dan dalam penerapan pidana

denda haki jib-me imbangkan kemampuan ekonomi
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